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TERORISME telah menyita sebagian besar waktu kita. Konsentrasi aparat keamanan juga tertumpah pada upaya mengendus dan memburu jejak teroris. Sejak Kuta dan Jimbaran diledakkan 1 Oktober 2005 silam, aparat dipaksa bekerja lebih sigap.

Berbagai upaya menepis aksi teror sontak mencuat. Suara-suara menginginkan diterapkannya UU Internal Security Act (ISA) seperti di Malaysia dan Singapura, serta membesarkan kembali peranan komando teritorial (koter) pun saling bersahutan.

Kedua gagasan kontroversial tersebut langsung mendapat tanggapan publik. Kontroversi segera merebak. Biasanya gagasan yang diawali dengan kontroversi pada akhirnya batal dilahirkan, seperti sebelumnya. Bangsa ini sekali lagi hanya menguras energi dan waktu saja.

Gagasan itu muncul setelah Bali dilumat bom. Itu pertanda bahwa Bali merupakan tempat penting dan strategis bagi bangsa. Kita tak mau kecolongan untuk kesekian kali. Bangsa ini tak mau dihinakan lagi oleh para teroris di hadapan masyarakat internasional. Apalagi beberapa negara telah menganggap Bali sebagai tempat tetirah paling menyenangkan. Negara tetangga semacam Australia bahkan menjadikan Bali sebagai "pekarangan rumah" mereka.

Etalase

Dalam banyak diskusi di kalangan masyarakat Poso dan Sulawesi Tengah, muncul pertanyaan bernada gugatan. Mengapa perhatian dan langkah-langkah serius terlihat dalam aksi teror di tempat-tempat strategis seperti Bali dan Jakarta?

Kenapa perhatian negara, aparat, publik, dan masyarakat internasional tampak sekadarnya ketika bom diledakkan di sebuah kota kecil macam Tentena dan Poso? Tidakkah 22 nyawa melayang dan 60 orang lainnya luka-luka akibat bom di Tentena, serta sebelumnya di pasar kota Poso juga menunjukkan betapa serius ancaman kemanusiaannya? Belum lagi tiga siswi SMA yang dipancung secara sadis akhir bulan lalu, sebagai bentuk teror.

Harus diakui, atensi publik dan pemerintah terhadap bom di Bali sangat tinggi. Media massa juga memberikan ruang yang besar tak henti-hentinya terhadap tragedi kemanusiaan ini.

Para pengamat juga banyak mencurahkan waktunya untuk menulis artikel tentangnya. Hampir semua jengkal soal dibahas. Lihat pula perhatian dan antusiasme berbagai elemen masyarakat domestik dan internasional dalam menanggapi aksi kekerasan ini.

Hal yang sama juga terlihat saat Jakarta dibom pada tahun 2003 yang lalu. Gagasan menerapkan UU ISA segera diwacanakan sesaat setelah bom di Hotel JW Marriott terjadi. Gagasan itu sekali lagi menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap kasus tersebut sekaligus juga simptom kepanikan mereka.

Namun, ketika aksi teror terjadi di Poso, perhatian Negara beserta segenap aparatnya tak sekuat itu. Pasti saudara-saudara kami yang berada di Bali dan seluruh negeri ini sepakat bahwa nyawa yang melayang di Poso sama bernilainya dengan para korban di Bali atau di Jakarta. Pada titik ini, negara terkesan memperlakukan korban teror di Poso secara berbeda.

Kita seolah lupa, bom di Poso dan beberapa aksi teror sebelumnya, termasuk yang terakhir serial penembakan yang memangsa masyarakat sipil dan anggota kepolisian, sejatinya menyimpan misteri penting yang harus dikuak.

Ini bukan sekadar soal stabilitas keamanan warga, namun menyangkut hal paling mendasar dari eksistensi sebuah negara. Jaminan keamanan dari negara benar-benar tak terlihat di Poso. Teror seperti hantu yang mendatangi rumah siapa saja, kapan saja.

Yang tak kalah menyedihkan jika ada anggapan, apa yang selama ini terjadi di Poso bukan merupakan kejahatan teror, melainkan kriminal biasa sehingga tak patut mendapat perhatian ekstra. Penanganan pun business as usual.

Salah satu jawaban yang sempat mencuat adalah, Bali dan Jakarta merupakan etalase negeri ini. Sedangkan Poso, misalnya bom di Tentena, ibarat sebuah ruang sempit dan kumuh di belakang rumah. Selain jarang ditengok, kita sepertinya malas mengakui bahwa ada lokasi tersebut di "rumah" kita.

Pasar di kota Poso dan Tentena pastilah tak seelok Kedubes Australia atau halaman hotel JW Marriott di Jakarta. Maka "wajar" jika kemudian kita semua sibuk dan tergopoh-gopoh mendandani etalase rumah besar bernama Indonesia itu, seraya melupakan ruang di belakang rumah semestinya butuh perhatian ekstra juga. Seperti Bali dan Jakarta, Poso (dan Maluku) adalah juga bagian dari rumah besar Indonesia.

Jawaban tersebut merujuk pada tempat, bukan aksi teror itu sendiri berikut efek destruktifnya. Selain itu, komposisi korban (orang asing) juga terkesan dijadikan ukuran untuk bertindak serius. Padahal di manapun teror terjadi, dan kepada siapa ia menimpa, efek destruktifnya tak terperi.

Ingat, jika jumlah korban jiwa bisa dihitung, maka dampak psikologis dan psikis dari setiap bentuk teror tak dapat dikalkulasi. Penderitaan korban dan keluarganya akan sama belaka.

Apa pun warna kulit dan kewarganegaraannya. Tegasnya, di manapun teror berlangsung, ia tak patut dipandang sebelah mata dan dibeda-bedakan penanganannya. Pembedaan penanganan hanya akan membuat keadaan makin runyam.

Komprehensif

Patut dicatat, terorisme kini telah menjadi isu global. Ketika bom diledakkan di sebuah kota kecil macam Poso, itu merupakan pukulan telak terhadap kemanusiaan dan peradaban umat manusia. Konsekuensinya, kita pun patut memberikan perhatian terhadap setiap bentuk teror, kapan pun, dan di manapun teror terjadi.

Kenyataannya, perhatian pemerintah, otoritas keamanan, media massa, dan pengamat terhadap sejumlah aksi teror di Poso terlihat rendah. Begitu seringnya aksi teror merebak, baik berupa penyerangan, peledakan bom, sampai serial penembakan yang berujung pada terbunuhnya anggota satuan tugas intelijen kepolisian, Agus Sulaiman pada 12 Oktober silam, menunjukkan bahwa terorisme di Poso tidak dapat disepelekan.

Jika kini aksi teror berskala besar tak lagi muncul, itu bukan berarti keadaan telah membaik. Para teroris seperti tengah melakukan jeda sejenak untuk kemudian melakukan aksi biadabnya di lain hari. Apalagi jika aparat tidak sigap dan negara abai terhadap persoalan daerah.

Setelah pemerintah terlihat amat menaruh perhatian serta aparat kepolisian terlihat amat terampil dan terukur dalam menangani berbagai tragedi bom di Bali dan Jakarta, tentu bukan hal istimewa jika masyarakat Poso dan Sulawesi Tengah mendambakan reaksi dan prestasi serupa di tempat mereka.

Postur politik pemerintah pusat harus terlihat sama saat mengelola peristiwa teror, di manapun itu terjadi, sepanjang masih di wilayah republik tercinta ini.

Penguatan Desk Anti Teror Kantor Menko Polhukam menjadi lebih operasional dan koordinatif atau ide yang lain yakni penambahan divisi pada Badan Narkotika Nasional sehingga menjadi Badan Narkotika dan Terorisme Nasional.

Kedua gagasan tersebut bisa dipandang sebagai salah satu bentuk pengelolaan problem terorisme secara komprehensif. Agar setiap daerah tidak diberi tambahan kepusingan bagaimana menangani problem transnasional ini. Ini lebih produktif dan up to date.

Tanpa melakukan langkah radikal dan komprehensif, sulit kita menghentikan berbagai peristiwa sejenis ini di berbagai tempat di Indonesia. Sebab, selain kemampuan setiap daerah berbeda, anggaran yang terbatas, perhatian publik dan pemerintah pun berbeda, dalam memandang sebuah lokasi terorisme. *
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